
GU3-NUSA TWGG― TI―

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGG― TIMUR
NOMORメリT―N2017
TENTANG

PENGENDAHAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROⅥ NSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBEmUR NUSA TENGG― TIMUR,

bahwa berdasarkan Pasa1 12B ayat(1)dan Pasa1 12C ayat
(1) Undang― Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Rmbahan A●s Undanttv,農F ttX軋思 Ins:認tentang Pcmbcrantasan Tinl
Gratiflkasi kepada Pcgawal Nege五  atau Penyelenggara

鷲 電 孟 jl:配菫 路 adanyanglen酬
農鶴 謁 L:硼盟 ll識atau tugasnya dan ketentual

perlerima trlelaporkan gratiflkasi yang diterimanya kepada
KPK;

bahwa sesuai denga Pasa1 2 ayat(1)Peraturan KPK NorF10r
02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Pcnetapan
stams Gratiflkasi, Pegawai NegeH atau Penyelenggara

菫糧ぶ犠菫     奄盟
Pcgawal Nege五 atau Penyelenggara Negara;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Mente五  Dalam Ncgeri
Nomor:061/7737/〔測I tangga1 30 Deselmber 2014 tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratiflkasi di lingkungan
Pemenntah   Daerah,   Kepala   Daerah   Provinsi/

柵 凛鶴 tふ酬 :澤ЪF轟漁i mg翻翼
Pemenntah Daerah;

d. bahwa untuk mengendalikan pembenan dan penerimaan
gratiflkasi di daerah, perlu diatur dengan Peraturan
Gube...ur;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hmf a, huruf b, hurtlf C, dan hutt d, perlu
menctapkan Peratulm Gubemur tentang Pe,gendalian
Gratiflkasi di Lingkungan PclneHntah Provinsi Nusa
Ten躍押ra Timtr;
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b.

C.



Mengingat :

Menetapkan:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun i958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta:r:,baharr Lembaran
Negara Repubiik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah
diuUah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

3. Peratrrran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor O2 Tahun
2OL4 terrtang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status
Grati{ikasi (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015

Nomor 21O1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor O6 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan
forupsi Nomor 02 Tahun 20i4 tentang Pedoman Peiaporan

dan ienetapan Status Gratilikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

MEMUTUSKAN:

PERATI'RAIT GUBERITUR TENTANG PEITGET{DALIAN

GRATIFIKASI DI LII|GKI'ITGAN PEUERINTAII PROVIISI
ITUSA TEN(X}ARA TIUUR.

BAB I

KE*TENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dangan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

4. Pejabat/ Pegawai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut
rejabat) eelawai adalah Gubernur, wakil Gubernur, Aparatur sipil Negara,

Cafon epaiatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD'

Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5.KomisiPemberantasanKorupsiyangselanjutnyadisingkatKPKadalah
lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan
pembe"ranta-san tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan undang-

i-lndang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana KoruPsi.
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6.

7.

Pcrangkat Dacrah adalah unsur pcmbantu kcpala dacrah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Peme五 ntahan yang mcniadi kewenangan Dacrah.

Badan Usaha Milik Dacrah yang sclattutnya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha yang scluruh atau seba」 an besar modalnva dimiliH olch Dacrε 山 ,
dapat berbentuk Perusahaan Umum Dacrah atau Perusahaan Pcrseroan
Daerah.

Inspcktorat adalah lnspektorat Dacrah Provinsi Nusa Tcnggara Timur

lnspektur adalah lnspettur Daerah Provinsi Nusa Tcnggara Timur.

Unit Pclaksana Tcknis yang sclattutnya disingkat UPT adalah Unsur
pclaksana tugas tcknis untuk melaksanakan kcgiatan tcknis operaЫ onal
dan/atau kegiatan teknis pada Dinas/Badan yang mcmpunyai、 nlayah ketta
satu atau beberapa dacrah Kabupaten/Kbta.

Gratirlkasi adalah pcmberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat

(diSCOuntl, kOnusi, pinJalnan tanpa bunga, tiket pettalanan, fasilitas
pen」napan, pcttalanan wistta, pengobatan cuma― cuma, dan fasilitas
l`五nnya, balk yang diteHma di dalalln ncged maupun di luar nege五,yang
dilakukan dcngan mcnggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
clektroni彙 :

12. Pengendalian Gratiflkasi adalah suatu sistein yang beJに juan untuk
mengcndalikan pcne五maan gratiflkasi secara transparan dan akuntabel
melalui scrangkaian ke」 atan yang melibatkan parislpasi akif badan
pemenntahan,dunia usaha dan inasyarakat untuk membentuk lingkungan
pengendalian gratiflkasi.

Unit Pengcndalian Gradflkasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang
Selttumya disingkat UPG adalah unit keria yang bertanggunttawab untuk
menialankan fungsi pengendalian gratlflkasi di lingkungan Peme五 n血
Provinsl Nusa Tcnggara Timur.

Pcmberi adalah paFa pihak baik peFSeOFangan, sekelomp6k oFang, badan
hukum atau lcmbaga yang mcmbc五 kan gratiflkasi kcpada penenma
gratiflkasi.

Fo■■1■ulir Pelaporan Gradikasi adalah lembar isian yangditetapkan olch KPK
dalam ben急』k elektronik atau non elektronik untuk melaporkan PeneHmaan
GFatiflkasi

Pelapor Gratiflkasi yang selan」 utnya disebut Pelapor adalah paabat/pegaWai
yang menerlma Cratiflkasi dan men」 Si fO・ .nulir gr・atiflkasi sesutt prosedur
dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPCI.

17. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap
penerimaan Gratifrkasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan
Gratifikasi oleh Pelapor.

Konnik Kepcntingan adalah kondisi dari Pciabat/Pegawai yang patut diduga
memllild kepcntingan p五badi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
atau kewenangannya secara tidak patut.

Kedinasan  adalah  seluruh  aktivitas  resmi  Paabat/PegaWai  dalarn
pelaksanaan tugas,fungsi dan jabatannya.

Berlaku unlllm adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang dibcrlakukan
sarna dalaFn hal jcnis,bentuk,persyaratan atau nilai untuk semua peserta
dan mcmenuhi pHnsわ kewttaran.

Kurs Tengah Bank lndonesia adalah niai tukar valuta asing dengan mata
uang Rupiah yang didapatkan dan rata― rata kurs jual dan kurs beli(kurs
tengah→

―

pada hariに■entu.
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Ba」an Kcdua

Maksud dan劉 uan

Pasa1 2

(1) Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi
Paabat/PegaWal dalam mcngendalikan dan mcngclola Gratiikasi di
lingkungan Pemcnntah Daerah.

(2)Peraturan Gubcmurini bettuan:
a.  meningkatkan  kepatuhan  Peiabat/PegaWal  terhadap  kctentuan
gratiflkasi;

b.  mcnciptakan lingkungan kcria dan budaya ketta yang transparan dan
akuntabel dilinJQmgan PemeHntah Dacrah;

c   membangun integntas Pciabat/PCgaWal yang bcttsih dan bcbas da五
korupsi,kolusi dan nepotisme;dan

d.  meningkaCn   kredibilitas   dan   kepercayaan   pubhk   atas
penyelenggaraan layanan di Pcme五 ntah Dacrah.

BAB II

PENOLAKAN DAN LARANGAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pasa1 3

(1)Setiap Pc」 abat/PcgaWal waJib menolak gratifkasi yang dikctahui sttak aWal
berhubungan dcngan jabatannya dan berlawanan dengan kcwaiiban atau
tugasnya,mcliputi Gratiflkasi yang diteHmal

a_terkait dengan pemberlan layanan Padaい yarakatこ luar penc五maan
yang sah;

b.  terkait dengan mgas dalaFn prOSes penyusunan anggaran di luar
penerlmaan yang sah;

c.  terkait dengan tugas dalam proscs pemcHksaan,audit,monitoHng dan
evaluad diluar pencnmaan yang sah;

d.  terkait dcngan pelaksanaan pellalanan dinas di luar pencrimaan yang
Sah/reslni dari PemeHntah Dacrah;

e.dalam proses pene五 maan/prOmOsi/mutaSi pttabat/pegawal;

f,  dal― prOses kolnunikasi,negosiasi dan g〕 laksanaan kegtatan dengan
pihak lain terkは t dengan pelaksanaan tugas dan kcwenangannya;

g.  scbagai akibat dari pettanjian kctta sarna/kOntrak/keSCpakatan dcngan
pihak l」 n;

h.  sebagal ungkapan terlma kasih sebelum, selama atau setelah proscs
pengadaan barang dan jasa:

i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pcgawa1/pengaWas/tamu selalna
kuttungan dinas dcngan nilal di atas Rp.300.000(tiga ratus五 bu)pCr
pembe五 an;

j  melupakan fasilitas entettinment, fasiutas wisata, voucher oleh
Pttabat/Pegawtt dalaln ke」 atan yang terbt dengan pelaksanaan tugas
dan kewaiiban dengan pcmbeH gratifkasi yang tidak rclevan dcngan
penugasan yang dite五 ma;
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k.  dalam   rangka   mcmpcngaruhi   kcbJakan/kCputusan/pCrlakuan
pemangku kewenangan;dan

l.   dalam pelaksanaan pekcttaan yang tcrkait dcngan jabatan dan
bcrtcntangan dcngan kewaJiban/tugas Pciabat/PCgaWai.

(2)Setiap Pc,abat/Pegawa■ d‖ arang memberikan grati■ kasi kepada Pegawd
NcgeH atau Penyelenggara Ncgara lalnnya yang bcrhubungan dengan
」abatan dan berlawanan dengan kew劉 lban atau tugasnya.

Pasa1 4

(1)Ittabat/PegaWai melaporkan penolakan gratiflkasi sebagdmana dimaksud
dalam Pasa1 3 ayat(1)kepada uPG diinstansi ter19it

(2)Dalam hal UPG diinstansi Pelapor belum terbentuk,Pclaporan disampdkan
kepada bttan yang menJalankan f■ lngsi pengawasan/kepattlhan atau
kepada atasan langsung.

(3) Kewaiiban penolakan gradflkasi sebagalinana dimaksud dalalln Pasa1 3 ayat
(1)dikCCualikan dalarn hal:

a.  gradflkasi tidak dite血 a secara langsung;

b.  pemberi gratiflkasi tidak dikemhui;

c. pene五ma ragu dengan kuali■ kasi gratiikasi yang ditcHma;

d.  gratiflkasi dibcrttan dalalln rangka keglam adat istiadat atau upacara
keagamaan;dan/atau

c   adanya kondisi tertentu yang tidak munglcin ditolak,ynitu pcnolakan
yang dapat meng」 dbatkan rusaknya hubungan baik insutusi,
mcmbahayakan pcne五ma dan/atau mengancarn jiwa/harta atau
pekcriaan Pttabat/PCgaWal.

(4) pttabat/PCgawad yang ddak dapat menolak karena mcmenuhi kondisi
sebagaitnana dimaksud pada ayat(3)waiib melaporkan gratiflkasi tcrsebut
kepada KPK atau kepada KPK melalui UPCr.

(5)Dalam hal PCiabat/PCgawa■ menenma gatifMsi yang tidak dapat ditolak
Sebttmana dunaksud pada ayat(3)bcrupa makanan yang mudah busuk
atau rusak,penerlma gratiikasi wttib mclaporkan kcpada UPG.

(6)Dalalln rangka mcmenuhi prinsip kcmanfaatan,paabat/pegaWai dal1/atau
UPG dapat mcnyalurkan makanall scbagalmana dimaksud pada ayat(5)ke
panti asuhan,pantijompo,atau tempat penyaluratl bantuan sosiallainnya

(7} Pcnyaluran gratiflkasi oleh UPG sebagalmana dinaksud pada ayat(6)
dibcHtahukan kepada KPK.

BAB IH

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasa1 5

Setiap PcJabat/Pegawal waJib melaporkan gratiflkasi yang ditc壺 manya kepada
KPK atau inelalui UPC.,kecuali dalam hal:

a.  pembedan dalarn kcluarga yaitu kakck/nenck, bapak/ibu mCrtua,
suami/istrt,anak,menantu,anak angkat/wtt yang Sah,cucu,besan,
paman/bibi, kakak/adk/ipar, Sepupu dan keponakan, septtang ddak
tcrdapat konnik kepcntingan;
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b.

C.

d.

e.

pcmberian dalalln bcntuk hidangan atau sa」 lan yang bcrlaku umun■ ;

pemberian berupa keuntungan atau bunga dan pencmpatan dana,investasi
atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

manfaat dari koperasl,organisasi kcPcgaWaian atau organisasl yang se」 enis

berdasarkan keang等 )taan yang berlaku um■lm;

seminar ldt yang berbcntuk seperangkat rnodul,alat tulis,plakat,scrdflkat,
tas dan pakalan dengan logo atau info...ム aSi terkait instansi yang berlaku

umum,yang ditcrima dalalln seminar/pelatihan/workShOp/konferensi atau
kegiatan saenis

hadiah, apresiad atau penghargaan dan kauaraan, perlombaan atau
kompetisi yang diikud dengan biaya sendi五 dan ddak terk」t dengan
kedinasan;

penghargaan bdk berupa uang atau barang yang ada kdtannya dengan
peningkata,prestasi kcria yang dibeHkan olch pemerintah scsu」  dengan
peraturan perundang‐ undangan;

hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau
suvenir yang berlaku secara umunl dan ddak terkait kedinasan;

kompcnsasi atau honor atas profcsi di luar kcgiatan kedinasan yang tidak
terkait dengan tugas dan kewaiban, sepaniang tidak terdapat konnik
kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Peiabat/PCgawal yang
bersangkutan;

kompensasi yang diterima terkant kc」 atan kCdinasan seperd honoranum,
transportasi, akomodasi dan pcmbiayaan yang telah ditetapkan dalatn
standar biaya yang bcrlaku di instansi pencHma Gradflkasi sepattang tidak
terdapat pcmbiayaan ganda,tidak terdapat bcnturan kepcntingan,dan ddak
melanggar ketentuan yang berlaku diinstansi peneHma;

karangan bunga dengan nilai yang waJar;

pemberian tcrkdt dengan penyelcnggaraan pesta pertunangan,pernikahan,
kclahiran,aqlqah,baptis,khitanan,potong」」,atau upacara adat/agarna
lainnya paling banyak Rp. 1.000.000,00(Satu iuta rupiah)per pemberian
per orang dalaln scdap kc」atan;

benda seieniS yang dite五ma taFnu/undangan dalarn penyelenggaraan pcsta
sebattmana dimaksud pada hurufl paling banyak Rp. 1.000.000,00(Satu
juta rupiah)per pembeHan per orang dalaln setiap kegiatan.

pembe五an terkait dengan mu゛ bah atau bcncana yang dialami oleh di五
Pcne■ma Gra」田鯰si, suatni, istri, anak, bapak, ibu, mcrtua, dall1/atau
menantu peneHma gratiflkasi paling banyak Rp. 1.000.000,00(Satu juta
rupiah)pcr pembedan per orang dalam sedap perisuwa;

pembeHan sesallna pegawal dalam rangka pisah salnbut,pensiun,promosi
jabatan,dan ulang tahun yang idak dalam bentuk uang atau alat tukar
lainnya paling banyak Rp.300.000,00(tiga ratus五 bul pcr pembeHan per
orang dengan total pembeHan Rp. 1.000.000,00(Satu juta rupiah)dalarn
Waktu l(salu)lahun dari pembe三 yang samal dan

pembeHan sesarna rekan ke可 a tidak dalaln bentuk uang aねu alat tukar
lで菫nnya paling banyak Rp.200000,00(dua ratus ibu rupiah)per pemberian
pcr orang dengan total pembcrian paling banyak Rp.1.000.000,00(Satu juta
rupiah)dalam l(satul tahun dari pembcri yang sama,scpaniang tidak
diberikan oleh bawahan ke atasan.

ｒ
■

ｋ

　

」

0

p.
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Pasa1 6

(1)Dalaln hal pcncrimaan gradikasi sebag―ana dimaksud dalaln Pasa1 5,
bukan dalam bcntuk uang, pcne五 maan tcrsebut dihitung bcrdasarkan
harga pasar pada snnt pembcnan.

(2)Dalam hal penerimttm sebagalmana dimaksud dalam Pasa1 5,dalaln bentuk
valuta asing,pene五 maan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah V」 uta

Bank lndonesia pada tanggal pencHmaan.

Pasa1 7

(1)Laporan gratiflkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 disampaikan
secara temlis incnggunakan sarana elektronik atau non elektronik dcngan
men」Si fO・・..uli pelaporan gratiikasi

{2) LapOran Gratif■ kasi sebagalmana dmaksud Pada γat(1)dianggap lengkap
apabila sekurang― kurangnya Fnemuat:

a.  nama dan alamatlengkap penerima dan pemberi Gratiflkasi;

b.jabatan Pcgawai Nege五 atau Penyelcnggara Negara;

c.  tempat dan waktu pene五 maan Gr誼flkasi;

d.urdanjenis Gratilikasi yang diterima;dan

e. nilai Gratlflkasi yang dite五ma.

(3) PelapOran Graurlkasi sebagalinana dimaksud pada γ at (1)dilakukan
dengan cara:

a  disampaikan kepada KPK Paling lambat 30(tiga puluh)hai ketta Sttak
Gratiflkasi diteHma;`泣au

b.disampakm kepnan KPK medui UPG dalam imgka Waktu palhglama
7(tuJuh)ha五 ketta Saak Gradflkasi dite五 ma.

(4) UPG sebaga■mana dunaksud pada ayat(3)huruF b meneruskan laporan
yang diterimanya kcpada KPK dalalln jangh waktu 14(cmpat belas)hari
keria SCiak laporan Gradflkasi diteHma.

(51 KPK mcneねohn stitus kepcmilikan CTradikaS dalam jangka waktu 30(tiga
puluh)hari keria Seiak lapOran Gratiflkasi diteHma secara lcngkap
sebagaimana dimaksud pada ayat(2).

BAB IV

PEMBERIAN GRATIFIKASI

Pasa1 8

(1)IЧabat/PCgawai dilarang mernbed Gr薇flkasi yang dianggap Suap kepada
Pemangku Kcpentingan dan/atau Pihak Lain dalam bcntuk apapun

(2) PembeHan Gratiflkasi yang dianggap Suap dapat teriadi pada snnt atau di
luar penugasan resnli.
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BAII V

UNIT PENGENDALTAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPG.

(21 Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:

a. Pembina

b. Pengarah

c. Ketua

d. Sekretaris

e. Anggota

Gubernur

Sekretaris Daerah

Inspektur

Sekretaris Inspektorat

Inspektur Pembantu/Wilayah, Auditor, Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada
Inspektorat.

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang
dipimpin oleh sekretaris UPG.

(4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG, atas
nama Gubermrr menugaskan pegawai pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertugas
melakukan sosialisasi Gratilikasi dan/ atau melaporkan kegiatan dan yang
berindikasi gratifikasi di Perangkat Daerah masing-masing.

(21 Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

T\rgas dan Kewajiban UPG

Pasal 1l

UPG mempunyai tugas berupa:

a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang
sejenis untuk mendukung penerapan pengendaTian gratifikasi;

b. menerima, mengtrnalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan
penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara;

c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;

d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan
pengendalian gratifikasi kepada Gubernur;

f. melakukan sosialisasi aturan gratilikasi kepada pihak internal dan eksterna,l
di lingkungan Pemerintah Daerah;
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g. melakukan pengelolaan baralg gratifrkasi yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah;

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratilikasi; dan

i. melakukan monitoring dan evaluasi peneraPan Peng€ndalian gratifikasi
bersama KPK.

Pasal 12

Ddam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:

a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas
laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja
pertama di tiap minggunya;

b. menyampaikan laporan rekapitulasi penang.rnan dan tindak lanjut laporan
penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG Provinsi Nusa Tenggara Timur
kepada KPK;

c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan
penerimaan dan pemberian gratilikasi kepada Gubernur melalui Inspektur
secara Periodik;

d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan
pengendalian Gratifikasi;

f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan
gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di
lingkungan Pemerintah Daerah; dan

h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program
pengendalian gratifrkasi.

Pasal 13

(1) Terhadap gratifrkasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah,
UPG dapat menentukan pemanfaa-tannya yaitu :

a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;

c. dikembalikan kepada penerima gratilikasi; dan/ atau

d. dimusnahkan.

(21 Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasa] 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan kewajiban
UPG diatur dengan Peraturan Inspektur Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pejabat/ pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan
Gubernur ini, agar segera melaporkan kepada Inspektorat.
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(2)

１
■

(2)

PCiabat/Pcgawd yang mclapοr sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dtamin
kerahaslaannya.

Pasal 16

Kepda Perangkat Daerah bertanggungiawab atas pelaksanaan pcngendalian
gratiflkasi di Pcrangkat Dacrah/UPT.

Inspektur Dacrah bertanggungiawab, atas pengawasan pelaksanaan
pengendaLan gratiflkasi di ungkungan Peme五ntah Daerah.

(3) Inspektur Daerah melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 17

(1) Setiap Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib membuat
surat pernyataan tentang penolakan dan penerimaan gratifikasi secara
periodik.

(21 Surat Pernyataan dibuat paling sedikit 2 (dua) kati dalam setahun pada
akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.

(3) Surat pernyataan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat
Daerah.

(41 Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(5) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan
Inspektur Daerah.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

Pelapor gratifikasi berhal< mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat

administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,
narnun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau
hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau
ancaman fisik;

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Daerah; dan

d. kerahasiaanidentitas.

Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah w4iib memberikan periindungan
terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan gratifikasi
sebagaimana dimalsud pada ayat (1).

Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberikan perlakuan
diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabatl Pegawai karena
melaporkan gratifi kasi.

り
´

(3)
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(4)

(5)

Dalam hal terdapat ancarnan lisik dan/ atau psikis kepada Pejabat/ Pegawar
karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/ Pegawai dapat meminta
perlindungan kepada LPSK atau instansi lain yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelapor dapat menyampaikan permohonan perlindungan secara tertulis
kepada Gubernur melalui Ketua UPG dengan tembusan kepada KPK.

Pasal 19

(1) Pejabat/ Pegawai yrog mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat
diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kine{a.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.

(3) Pelal<sanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian
kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 2O

Setiap Pejabat/ Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat l2l, dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Gubemur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Bela4ja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Perataran Gubernur ini mulai berlaku pda tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Di"tapkan 4i ttPang .
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L,AilPIRAI| : PERATURAII GITBERIIITR ITUSA TEIIGGARA TIUT R
NOIOR t Z/ TAHUN 2017
TAN(X}AL | 2/ Juni 2Ol7

KOP PERANGKAT DAERAH PROⅥ NSI

SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI KE.… …….・ )

Yang bcrtandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa pada periode .'..... s.d. ......, saya :

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di
kemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya laporkan atau
dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungiawabkan secara
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) diisi dengan jumlah/frekwensi surat pemyataan yang sudah pernah dibuat
**) diisi tanggal pelaporan ke UPG, apabila penerimaan tersebut sudah dilaporkan
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一

(hanya diisi bila ada penerimaan)

No
Jenis

Penerimaan
Bentuk

Penerimaan
Waktu

Penerimaan

Perkiraan
Nilai

Penerimaan

Nama
dan
Alamat
PembeH

Hubungan
dengan
Pemberi

Alasan
Penerimgan

Keterangan
Pelaporan
,★
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

‖

GUBERNUR NUSA TEN

Tidak Menerima Gratifikasi Menerima Gratifikasi


